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FUNGSI 

Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang 

mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik
yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan
termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta
badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/anggaran
pendapatan dan belanja daerah (UU 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 6):

.

Apa Itu OMBUDSMAN



OWN MOTION

INVESTIGATION

4. melakukan 

investigasi atas 

prakarsa sendiri 

terhadap dugaan 

Maladministrasi 

dalam 

penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

KOORDINASI

5. melakukan 

koordinasi dan 

kerja sama dengan 

lembaga negara 

atau lembaga 

pemerintahan 

lainnya serta 

lembaga 

kemasyarakatan 

dan perseorangan; 

6. membangun 

jaringan kerja; 

EMPAT TUGAS OMBUDSMAN RI

MENYELESAIKAN 

LAPORAN PUBLIK

1. menerima Laporan atas 

dugaan Maladministrasi 

dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

2. melakukan pemeriksaan 

substansi atas Laporan; 

3. menindaklanjuti 

Laporan yang tercakup 

dalam ruang lingkup 

kewenangan Ombudsman; 

PENCEGAHAN

7. melakukan upaya 

pencegahan 

Maladministrasi 

dalam 

penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

dan 

8. melakukan tugas 

lain yang 

diberikan oleh 

undangundang



UNDANG-UNDANG YANG MENAUNGI  Ombudsman

UU 37 Th 2008

Tentang 

Ombudsman 

Republik 

Indonesia

UU 25 Th 2009 

Tentang 

Pelayanan Publik

UU 23 Th 2014 

Tentang 

Pemerintah 

Daerah

Ketiga UU ini mengatur kewenangan Ombudsman untuk mengawasi 

pemerintah selaku penyelenggara layanan publik



Apa Itu Pelayanan Publik? 

Pelayanan Publik adalah: Kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

yang disediakan oleh penyelenggara 

layanan publik, bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa,

dan/atau pelayanan administratif
[Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009] 



RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK

Meliputi pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan (lihat pasal 5 UU No. 25 Thn. 2009)



MALADMINISTRASI

Cakupan Maladministrasi di antarnya sebagai berikut:

1. Penundaan berlarut dalam pelayanan (undue 

delay)

2. Penyimpangan/kesalahan dalam mengambil

suatu tindakan (tidak Proporsional)

3. Penyimpangan/kesalahan dalam prosedur

4. Kesalahan menyajikan informasi/penjelasan

5. Tata kelola pencatatan/pengarsipan yang tidak

memadai

6. Kesalahan dalam melakukan investigasi

7. Kesalahan dalam menanggapi persoalan

8. Komunikasi yang tidak memadai

9. Gagal/tidak memenuhi janji/komitmen

Pelayanan yang 

Menimbulkan kerugian 

materil/immateril bagi 

masyarakat dan/atau 

perorangan

Maladministration is political term which describes 

the action of government body that can be seen as 

causing an injustice. 

APA YANG DIADUKAN KE OMBUDSMAN



Siapa yang berhak
melapor ke OMBUDSMAN

Laporan ditolak oleh OMBUDSMAN
di antaranya, apabila:

Seluruh warga Negara Indonesia; dan 
Penduduk yang menjadi korban 

maladministrasi 

1. Pelapor belum menyampaikan keberatan kepada pihak yang 

dilaporkan;

2. Substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek

pemeriksaan di Pengadilan;

3. Laporan dalam penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan

dalam waktu yang patut;

4. Pelapor telah memperoleh penyelesaian;

5. Substansi laporan bukan wewenang Ombudsman;

6. Substansi laporan telah diselesaiakan secara Mediasi oleh

Ombudsman;

7. Tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi



• Masyarakat

• Media massa
LAPORAN

• Systemic Review

• Kunjungan 

langsung/sidak
KUNJUNGAN

• Observasi 
Pelayanan Publk

OBSERVASI
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Metode Pengawasan Ombudsman RI



Sekilas hasil Survei Kepatuhan

2017 dan 2018



2017



2017



2018



2018



PRESTASI BULELENG



BALI MINIM 
MALADMINISTRASI



Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi

Bali, 

NTB, dan 

NTT

Maluku 

dan 

Papua

Base 290 215 98 202 127 78

Sangat Setuju 21% 30% 43% 25% 28% 33%

Setuju 45% 44% 39% 46% 53% 40%

Tidak Setuju 27% 17% 15% 21% 12% 18%

Sangat Tidak Setuju 7% 9% 3% 8% 7% 9%

80%+ pelapor 
di Kalimantan dan Bali+NTB+NTT 

setuju bahwa Ombudsman cepat 

dalam proses penyelesaian laporan

KINERJA PENANGANAN LAPORAN



MATUR SUKSMA


